BAB VI
PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas
Pelayanan Administrasi Umum Desa di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah
Kabupaten Kupang dipengaruhi adanya Faktor organisasi, kepemimpinan, kemampuan dan
ketrampilan yang dimiliki oleh Aparatur Pemerintahan Desa Penfui Timur. Adapun perincian

kesimpulannya sebagai berikut :

1.1.1 Faktor Organisasi

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sudah ada pembagian Tugas dan Kerja
antara Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam hal ini Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan
dan Pelaksana Teknis dan semuanya itu berdasarkanPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi
Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Pedoman kerja sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan dalam
Penataan Administrasi Umum Desa di Desa Penfui Timur adalah Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa
,Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kewenangan Desa.



1.1.2 Faktor Kepemimpinan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwaKeterlibatan Pimpinan Dalam hal ini
Kepala Desa Penfui Timur Yaitu Bapak Kleopas Nome dalam memberikan dukungan terhadap
kualitas pelayanan Administrasi Desa di Desa Penfui Timur berupa Memberikan
support/dukungan, motivasi, arahan, masukan dan pengawasan bagi bawahanya dalam hal ini
garis koordinasinya kepada Sekretaris Desakepada Kaur Pemerintahan, Umum dan
Pembangunan serta dari Kepala Desa kepada Dusun baik secara langsung maupun pada saat
rapat agar menjalankan tugas dan amanah sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 yaitu berdasarkan pada asas dan prinsipkepentingan
umum; kepastian, kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban;
keprofesionalan; partisipatif; persarnaan perlakuan/ tidak diskriminatif; keterbukaan;
akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan
kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan kepada masyarakat Kabupaten Malaka tanpa
memandang suku, agama , ras dan etnis intinya semua dilayani sama tanpa pandang
bulu.Kemampuan Pimpinan Dalam melakukan perbaikan dan inovasi terkait Kualitas Pelayanan
Administrasi Umum Desa berupakesalahan yang dilakukan oleh bawahan itu nantinya akan di
bahas pada rapat nanti dengan memberikan teguran , arahan untuk bisa diperbaiki dan masukan
agar tidak mengulangi lagi sedangkan inovasi yang dilakukan lewat program jempot bola dimana
aparat desa langsung turun ke masyarakat untuk mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan

dengan Administrasi Umum Desa.



1.1.3 Faktor Kemampuan dan Ketrampilan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Adanya program dan pelatihan bagi
Aparat Desa Penfui Timur dalam meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum Desa di Kantor
Penfui Timur berupa berupa bimtek baik di Aula Kantor Bupati Kupang yang diselenggarakan

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dan Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa

1.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas dapat diajukan beberapa saran yaitu :

1. Kedepannya kepada Pemerintah Desa Penfui agar tetap mempertahankan dan
memberikan pelayanan Administrasi Umum kepada masyarakat Desa Penfui Timur.

2. Kepada Pemerintah Desa Penfui perlu adanya payung hukum atau peraturan yang
administrasi umum desa

3. Kedepannya kepada Aparatur Pemerintah Desa Penfui Timur agar tetap mengikuti
Bimtek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang terutama
berkaitan dengan administrasi umum desa dalam meningkatkan kemampuan dan

ketrampilan bagi Apatur Pemerintah Desa Penfui Timur.
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